
PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPULAUAN RIALJ

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR 5 TAHUN 2OO5

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

(PD BPR ) BTNTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

bahvra untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyaral

dan untuk memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan

Kabupaten Kepulauan Riau, maka dianggap perlu dibent

Perusahaan Daerah Bank Perkreditarr Rakyat BINTAN.

bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerinlah Daerah agar mami

meningkatkan perlumbuhan dan perkembangan perekonomian daer;

serta menambah Sumber Pendapatan Asli Daerah, mai

Pembentukan. Permodalan. Pengurusan. Pembinaan di

Pengawasannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Darerah Kabupatt

Kepulauan Riau.

Menqingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daer;

Otonomr Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsl Swatant

Sumatera Tengah (Lembaran I'legara Republik lndonesia Tahun 191

Nomor 25):

L
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Ltndang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10

Tambahan Lembaran Negara Republik lrrdonesia Nomor 2383):

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 'i992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 182 ; Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3790) :

Undang-undang Nomor 53 Talrun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Rokarn hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak" Kabupaten Kar;mun. Kabupaten Natuna.

Kabupaten Kuatan Sengingi. dan Kota Batarn (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nonror 181 : Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3902) :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota

Tanjung Pinang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001

Nomor 85 : Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4112);

4.

q

Undang - Undang Nomor 25 Tahun

Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Tahun 2002 Nomor 1 11 Tambahan

lndonesia 4237)'.

2002 Tentang Pembentukan

Negara Republik lndonesia

Lembaran Negara Republik

Undang Undang Nomor 31 'l-ahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Lingga Prdpinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 146 ' Tambalran Lembaran

Republik lndonesia Negara 43a1):

I

I
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 l'ahun l ggg tentang Bank lndonesia

(Lembaran Negara Reputrlik lndonesia Tahun 2004 J.{omor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4357):

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2co4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negilra Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, '[ambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389):

10.Undang - Undang Nomor 32 Tahun zaa4 Tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20&l Nomor

125 Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4431):

1 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun zao4 tentang perimbanga;r

Keuangan anlara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesid Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran l.legara Republik lndonesia Nomor 4438):

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun lggg Tentang pencabulan

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 1 gg2 Tentang gpR

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun l ggg Nomor 66:

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3Ba2);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
(Lembararr Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 30

Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan PD BPR;

Iil
15. Kep.utusan,.p.
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15. Kepurusan Menteri Daram Negeri dan otonomi Daerah Nomor A4
Tahun 2000 Tentang pedoman o,'ganisasi dan Tata Kerja perusahaan

Daerah 8pR.

16. Keputusan tulenteri Dalam

Tahun 2000 Tentang Direksi

17. Keputusan Menteri

Tahun 2000 Tentang

Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

dan Dervan Pengawas pD BpR:

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46

Pegawai PD BPR:

lB.Keputusan Gubernur Bank lndonesia Nonror 6/z2lpBl/2004 Tanggal
Agustus 2004 Tentang Bank perkreditan Rakyat;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAI EN KEPULAUAN III.I\U
Dan

BUPATI KEPULAUAN RIAU

lg.Peraturan Daerah Kabupaten Kepuiauan Riau

tentang Penyertaan Modal pada pihak Ketiga

Tahun 2004 Nomor 10 Seri E Nomor 5)

MEMUTUSKAI.I

PERATURAI{ DAERAH KABUPATEN KEPUL,qUAN
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK
RAKYAT BINTAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAL'

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Nomor B Tahun 2004

( Lembaran Daerah

RIAU TENTANG

PERKREDITAN

Menetapkan

Kepulauan Riau:
I)

I

I

i
I

I
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Bupali adalah l(epala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau:
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BINTAN adalah Ban
Perkreditan milik Penrerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Riau bai
seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daera

Kabupaten Kepulauan Riau dan selanjutnya di singkat pD Bpl

B I NTAN:

5. Direksi adalah Direksi PD. BPR BINTAN:

6. Dewan Pengawas adalah Dewan pengawas pD. BpR BlNI'AN;

7. Pengavrai adalah Pegawai PD BpR BINTAN,

B. Rapat Umum Pemegang saham pD. BpR BINTAN adalah pemeganr

Kekuasaan Tertinggi yang selanjutnya disebut RUpS;

9. Bank lndonesia adalah Bank sentral Republik lndonesia.

BAB II

P EMB ENTU KAN

Pasal 2

('1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk pD. BpR BINTAN:

(2) susunan organisasi dan tata kerja pD. BpR BINTAN dibentuk dar

ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangar

dari Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.

BAB III
i.:AMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah Bank Perk'editan Rakyat ini bernama perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat BINTAN Kabupaten Kepulauan Riau

yang disingkat dengan PD. BPR BINTAN;

(2) Kantor Pusat PD. BPR BINTAN berkedudukan di Tanjung Uban

Kabupaten Kepulauan Riau Provinsi Kepuiauan Riau.

?

4
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(3) pD gpR BTNTAN dapat mempunyai Kantor cabang ditetapkan

Bupati dengan berpecioman ketentuan peraturan.yang 
berraku

(4) Wilayah Kerja pD BpR BTNTAN metiputi
dan dapat dikembangkan di witayah lain
sesuai dengan kebuluhan dengan
berdasarkan peraturan yang berlaku:

Kabupaten Kepulauan Ri

di Provinsi Kepulauan Ri

suatu Keputusan Bup

1l

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
PD. BPR BTNTAN dalam merakukan usahanya berazaskan Demokrar
Ekonomi rJengan prinsip kehati-hatian.

pasal 5
pD' BpR BTNTAN didirikan dengan maksuc, dan tujuan untuk nlembantr
dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah d
segara bidanq serra sebagai sarah satu sumber pendaparan Daeral-
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB V

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD' BpR BTNTAN be'rugas menjarankan usahanya sebagai Bank
Perkrediran Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang
berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasar 5, pD
BPR SINTAN menyelenggarakan Usaha-usaha
a, Menghimpt-in Dana darr ma.syarakat daram bentuk tabungan dan

deposito berjangka

b. Memberikan Kredit kepada usaha kecir dan menengah serta
merakukan pembinaan terhadap pengusaha dan nasabah:

I)
c. Memberikan...f
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Memberrkan kredrt kepada Koperasr yang berbadan hukum setelah

lnendapal rekomendasi dari rnslansi Pembrna tekrris.

Menjalankan Usaha-usaha Perbankan tainnya sepan,ang trdak

berlentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

BAB VI

MODAL

(1)

(2)

(3)

(s)

(1)

Pasal

Modal Dasar PD. BPR

Daerah ad;lah sebesar

juta rupiah)

3

BINTAN merupakan kekayaan Pemerintah

Rp. 5.600.000.000 (lima milyar enam ratus

Modal Dasar sebagaimarna dimaksud dalam ayat (i ) merupakan

Modal dari Pemerintah Daerah.

Penyertaan Modal Dasai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten

Kepulauan Riau.

(4) Penyertaan Modal dimungkinkan dari Pihak Ketiga setelah

memperoleh persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan

yang berlaku.

Modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu

milyar empat ratus juta rupiah)

Pasal 9

Perubahan lr4odal Dasar sebagaimana dirnaksud pada pasal 8 ayat

(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(Z) Perubahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud

pada pasal 8 ayat (5) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten KePulauan Riau.

Vll. /BAB
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BAB ViI

SAHAM - SAHAM

Pasal 1 0

Pemegang saham pengendati hanya ada pada Pemerintah Daerah

Pasal 1 1

Ketentuan tentang daflar saham, pemindah tanganan saham dan

duplikasi saham diatur dengan peraturan tersendiri oleh RUPS dengan

memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

BAB VIII

PENGURUS DAN PEGAWAI

Ba gian Pertama,Direksi

Paragraf 1

Pe rsYa rata n

Pasal 12

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direxsi adalah v/arlla Negara

lndonesia yang memenuhi pesyaratan sebagai berikut :

a, Sehat Jasmani dan Rohani:

b, Sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma lll atau sarjan;a Muda

dan diutamakan Sariana (S'l) dibidang Ekonomi alau Hukunr;

c. Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, sekurang-kuranEnya 2

(dua) tahun cJalam operasional perbankan dibidang pendanaan dan

atau Perkeriditan,

d. Mempunyai ahklaq dan moral yang baik:

e. Tidak termasuk dalam dattar orang tercela dibidang perbankan sesuai

dengan yang ditetapkan oleh Bank lndonesia:

f. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku:

g Bersedia mengernbangkan dan melakukan kegiatan

BINTAN secara sehat:

h. Lulus Fit and frroper Test (UJi Kelayakan dan

dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupatil

i. Usia belum melamPaui 60 tahun:

usaha PD. BPR

Kepatutan) ,yang

Paragraf , {



Paragraf Z

Proses pengangkatan

Pasal 1 3

(1) Anggota Direksi diutamakan dari pD. BpR BINTAN

(2) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan pD. BpR
B INTAN

Pasal '14

(1) Anggota Direksi dirarang mempunyai hubungan keruarga dengan ;

a. Anggota Direksi rainnya daram hubtrngan sebagai orang tua
termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung
termasuk ipar dan suamiiistri:

b. Devran pengawas daram hubungan sebagai orang tua, anak dan
suami/ istri;.

c' Bupati dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami / istri;

(2) Anggota Direksi dirarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi
atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau
lembaga lain-lainnya.

(3) Direksi dilarang memberikan kuasa

mengakibatkan pengalihan tugas Can

. Pasal 15

(1)PD. BPR BINTAN dipimpin oleh Direksi

kurangnya 2 (dua) orang Direklur yang

menjabat Direktur Utama.

umum kepada pihak lain yang

wewenang tanpa balas.

yang terdiri dari sekurang-

salah seorang diantarrrnya

(4) Anggota Direksi tidak boleh mernpunyai l<epentingan pribadi baik
secara langsr.rng maupun tidak langsung pada pD. BpR BINTAN atau
Badan Hukum / perorangan diberi kredit oleh pD. BpR BINTAN.

121 oirexsi !
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(2) Direksi bertangggung lawab kepada Bupati melalui Dewan pengawas.

(3) Anggota Direksi diangkat oreh Bupati atas usuran Dewan
untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun
diangkat kembarr seterah masa jabatannya berakhir
memenuhi persyaratan.

Pengawas

dan dapai

sepanjang

(4) Sebelum Keputusan Bupati

ditetapkan. terlebih dahulu

lndonesia

tentang Pengangkatan Anggota Direks

dimintakan persetuju:n kepada Bank

(5) Penrrohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirampiri
keterangan / identitas caron anggota Direksi yang bersangkutan
sebagai berikut :

a. Surat Keterangan Bupati tentang ticjak adanya hubungan
seb;rgaimana dimaksud pasar 14 ayat 1 peraturan ini;

b- Surat Keterangan rurus butuh dari instansi/rembaga

bersangkutan bekerja. apabila caron anggota Direr<si

luar Pemerintah Daerah atau pD. BpR BTNTAN;

c, Daftar Rirvayat hidup lengkap yang memuat pendidikan . dan
pengalaman kerja;

d. Lulus Fit and proper Test (Uji Kerayakan dan Kepatr_rtan) yang
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati:

keluarga

dirnana yang

berasal dari

(6) Bank lndonesia berdasarkan data yang

tentang dapat.atau tidak dapat diangkat

sebagai anggota Direksi.

ada, memberikan persetuJuan

calon Direksi yang dlusulkan

(7) Bupati seterah menerinra persetujuan dari Bank rndonesia segera
menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal ,u{'
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Pasat 16

( 1 ) Sebelum nrenjalankan tugas anggota
sumpah labatan oleh Bupati atau pejabat

Direksi 'dilantik 
dan dian

yang ditunjuk oleh Bupati

Direksi PD.

10 (sepuluh)

(2) Pelanrikan dan pengambiran sumpah jabatan sebagaimana dimaksr
ayar (1) dilakukan paring rama 7 (rujuh) hari sejak ditetapkann,
Keputusan Bupati rentang pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 1 7

Laporan Pengangkatan Direksi wajib disampaikan oreh
BINTAN kepada Bank lndonesia selambat_lambatnya
setelah pengangkatan.

( 1 ) Proses

3(lisa)

berakhir

pasal 1B

pengangkatan Direksi

bulan sebelum masa

dilaksanakan oleh Bupati paling lamz
j:batan anggota Direksi yang lame

Direksi sebagaimana

pengambilan sumpah

(2) Apabira sampai berakhirnya masa jabaran Direksi, proses
pengangkatan Direksi baru belum selesai, Bupati dapat
menunjurt/mengangkat anggota Direksi yang rama atau seorang
pegavrai sebagai pejabat sementara anggota Direksi sampai dengan
dilantiknya pejabat Direksi yang definitif atau untuk jangka waktu paling
larna 1 (satu) tahun.

(3) Pengangkatan penjabat sementara anggola
dimaksud ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan
ja ba tan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
Pasal '19

( 1) Direksi mempunyai tugas menyusun
koordinasi dan pengawasan seluruh

BI NTAN.

perencanaan, melaksanakan

keg;atan operasional pD BpR '

t
(2) tlireksi fl

I
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(2) Direksi merupakan satu kesatuan kepemirnpinan yang kolektif.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagarrnana dimaksud pasal i g ayat (

Direksi meinpunyai fungsi :

3. Pe]eilsalgil m!n?j-epe1 PD BpR BTNTAN berdasarkan kebijaksanaa

umum yang dileiapkan oleh Devran pengawas:

Penetapan kqbrjplSs_?_!asn umum melaksanakan pengurusan da

pengelolaan PD. BPR BINTAN berdasarkan kebijaksanaan umum yan

ditetapkan,:leh Devran Pengarvas:

Penyusunan dan penyampaian Rencan: Kerja Tahunan dan Anggara

PD BPR BINTAN metatui Dewan_ I:ng_?_rygl yang metipu
kebijaksanaan di bidang orgri',.rri, perencanaan, perkreditan

keuangan, kepegawaian. umum dan punor*r*nintut *"nJlor]t ap

pengesanan,

gawasan untu

d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan helsil usaha berkali
dan kegiatan PD. BPR B!NTAN tiap 3 (tigglbutan sekati t<epada Bupat

melalui Devran Pengawas;

e. Menyusun dan menyarnpaikan laporan tahunan

I

l
ffi

rffi
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B

dan Perhitungan Laba/Rugi PD. BPR BTNTAN

Dewan Pengawas

yang terdiri dari Nerac;

kepada Bupati melalu

a.

b.

Pasal 21
/

Direksi mempunyai vrewena ng '. (
mengurus kekayaan PD. BPR BINTAN:

mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturar

kepegavraian yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkar

pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati;

menetapkan susunan organisasi dan tata kerjq PD. BpR BINTAi\

setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan fersbtujuar

Bupati,

mevyakili PD. BPR BINTAN didalam dan diluar pengadilan; j
e. apabila . I

'
:
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e' apabila drpandang perru dapat menunjuk seorang atau rebih unr
r;:ev"akiri pD BpR BINTAN rrrrrtrk kepentingan sebagainrana dimaks
huruf d.

f ' membuka Kantor cabang atau perayanan Kas berdasark
pe'1irnbangan Dewan pengawas dan persetujuan Bupati sesr
l-eraturan Perundang-undangan yang berlaku:

g membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepask;
hak atas barang mirik pD. BpR BTNTAN berdasarkan pertimbangi
Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;

;r' menggadaikan barang-barang milik PD. BPR BINTAN berdasarkz
pertimbangan Dewan pengavras dan perselujuan Bupali.

Pasal 22

(1) Direksi dalam melaksanakan

bertanggung javrab kepada Bupati

dan wewenangny

Pengawas.

tugas, fungsi

melalui [Jewan

(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana

secara teriulis ditandalangani oleh Direkiur
Direksi terdiri dari Z (dua) orang Direktur.

dimaksud ayat (1) ditakuka

Utama dan Direktur apabil

(1) Direktur Utama

dan koordinasi

pembinaan dan

Fasal 23

mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaar

dalam pelaksanaan tugas Direksi serta rnelakukar
pengendalian atas-un1J !q1ja Oi bawahnya.

(2) Direktur mempunyai lugas
atas unit kerja di barvahnya.

melakukan pembinaan dan pengendalian

1J) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksircj ayat-(1) d.an (z)
masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam
Peraluran Dii-eksi.

/
(4),Apabiia
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(4)Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada

ditempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Pengarvas segera

menunjuk seorang atau 2 (dua) orang pajabat di bawah Direksi yang

senior sebagai pelaksana tugas Direksi ),ang dituangkan dalam

Keputusan Dewan Pengawas.

(5) Direksi dapat rnengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya

mengembangkan PD. BPR BINTAN.

Paragraf 4

Rapat Direksi

Pasal 24

(1)Rapat Direksi PD. BPR BINTAN diselenggarakan secara periodik

minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Direktur Ulama memimpin rapat Direksi.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 25

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

a. masa jabatanya berakhir;

b. meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oieh Bupati karena :

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR BINTAN:

c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan' dengan

kepentingan daerah Daerah atau Negara:

d, sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat

melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal ,U I



ffiffi
Hfl
1i-

ffi

ffr

p

F
i.-

p
t:

F

- 15

Pasat 26

(1) Anggota Direksi yang diduga nrelakukan perbuatan sebagaima
dimaksud pasar (2g) ayat 2 @ua) huruf b dan c atau daram keada
sebagaimana dimaksud huruf d. diberhentikan sementara oreh gup
atas usulan Dewan pengawas.

(2) Bupali memberitahukan secara
sebagaimana dimaksud ayat (1)

alasan-alasannya.

tertulis pemberhentian sementa
kepada yang bersangkutan disert

. Pasal 27

(1) Serambar-rambatnya. 1 (satu) bulan seiak pemberhentian sementar;sebagaimana dimaksud pasar 30 ayar (1). Dewan anggota Direksuntuk menerapkan apakah y3ng bersangkuran diberhentikan ataLdirehabilitasi kembati.

(2)Apabira daram waktu sebagaimana dimaksut ayat (1) DewanPengalas belum melakukan persidangan. maka keputusanpemberhentian sementara batal demi hukum dar
melaksanakan tugas kembari sebagaimana mesti;]:"t 

bersangkutan

,\-
(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana ayat

tidak hadir maka yang ber.sangkutan dianggap
yang ditetapkan oleh Dewan pengarvas,

(4 ) Keputusan Deyran pengawas sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) anggota Direksi
menerima keputusan

dimaksud ayat (3)

(5) Apabila perbualan yang diajukan oleh
tindak pidana maka yang bersangkutan
hormat.

anggota Direksi merupakan
diberhentikan dengan fidak

Pasal ,r{
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Pasal 28

(1) Anggota Direksi yang diberhentikan. selambat-lambatnya 15 (lima

belas) hari selak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian

dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan se,1ak dilerimanya pengaduan

keberatan Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah

menerima atau menolak penQajuan keberatan dimaksud
!

(3) Apabila dalam vraktu 2 (dua) sebagaimana dimaksud ayat (2) telah

Iewat dan Bupaii .bqlunr mengambil keputusan terhadap pengajuan

keberatan. maka keberatan dianggap diterima, dan keputusan Bupati

tentang penrberhentian batal demi hukum, serta yang bersangkutan

melaksanakan kembali sebagai mana mestinya.

Pasal 29

Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi wajib dilaporkan

/diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan

Bank lndonesia.

Bagian Ketiga

Pegawai

Pasal 30

(1) Pengangkatan. kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala,

pemberian penghargaan, penjatuhan disiplin dan pemindahan serta

pemberhentian pegavrai ditetapkan oleh Direksi.

(2) Ketentuan pokok kepegawaian PD. BPR BINTAN ditetapkan dengan

keputusan Direksi setelah men,Japatkan perlimbangan Dewan

Pengavras dan persetujuan Bupati.

{'f'Bagia n
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Bagian Ketiga

Dewan Pengawas
' Paragraf I

Syarat-syarat penga hg katan

Pasal 31

('1) Yang dapat diangkat menjadi Dewan pengawas adalah warga Negara

lndonesia yang memenuhi persyararan sebagai berikut :

a. Sehatjasmani dan rohani:

b. MempLrnyai pengalaman atau pengetahuan di bidang perbankan.

dedikasi akhlaq'dan moral yang baik serta mampu rnenjalankan

kebijakan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pD. BpR

B INTAN:

Tidak termasuk dalam daflar orang tercela dibidang perbankan

sesuai dengan yang diletapkan oleh Bank lndonesia:

Mernatuhi paraturan perundang-undangan yang berlaku:

Bersedia mengembangkan dan merakukan kegiatan usaha pD.

BPR BINTAN secara sehal:

Anggota Dervan Pengawas diutamakan. bertempat tinggal di wilayah

kerja PD. BPR BINTAN

Bupati tidak boleh nrenjadi/Anggota Dewan pengavras.

Pasal 32

Antar anggota Dewan Pengawas dira.ang mempunyai hubungan
keluarga dengan :

a. anggota Dewan Pegawai lainnya cialam hubungan sebagai orang

tua termasuk'mertua, anak tr:rmasuk menantu, saud;ara termasuk

ipar dan :suami istri;

b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan

suami/istri:

c. Bupati dalam hubungan sebagai orang tua anali dan suamifistri. ,l
(2) Ahssota f

(3)

(1)
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(2) Anggota Devran pengarvas trdak boreh mempunyai kepentinga
pribadi baik iangsung maupun ridak Iangsung pada pD BpR BrN.rAr
atau badan hukum p€rorangan yang diberi kredit oreh pD. Bpr
B I NTAN

(3) Anggota Dervan pengawas dirarang menjabat sebagai ant;gota Direks
pada Bank lain.

(4) Anggola Dewan pengarvas dapat merangkap

Dewan Pengarvas sebanyak_barryaknya

Perkreditan Rakyat lainnya,

Paragraf z

Proses Pengangkatan Dewan pengawas

(4) Permohonan persetuJuan sebagairnana dimaksud
keterangan/identitas calon anggota Dewan
bersangkutan sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Anggota Dewan pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orane dan
seorang dianlaranya diangkat menjadi Ketua Dewan pengawas.

(2) Anggola Devran Pengawas diangkat oreh Bupati untuk rnasa jabatan
selama-larnanya 3 (liga) tahun dan dapar diangkat kembali seti:lan
rnasa jabatannya berakhir sepanjang memenuhi persyaratan.

(3) Sebelum Keputusan Bupati lentang pengangkatan Anggota Dewan
Pengawas ditetapkan, terrebih dahuru cjimintakan persetujuan Bank
lndonesia.

jabatan serbagai anggota

pada 3 (tiga) Bani

ayat (2) dilampirl

Pengarvas yang

a.surat Keterangan Eupati tentang tidak adanya hubungan

sebagaimana dimaksud pasat ayat 36 (1):
keluarga

,ur.r.! .



. 19

Surat Keleranqan lolos btrlrrlt dan instansi/lenrbaea dimana yanq

bersangkutan bekerja. apabrla calon anggota Dewan Pengarvas

berasal Carr luar Penrerrrttalr Daeiah alau PD BPR BINTAN.

Daflar riv6'16t hidup lengkap yang memuat pendidikan dan

pengalantan ker;a:

d. Lulus Fit and Proper Test (Uji Kelayakan dan Kepatutan) yang

dilaksanakan oleh Tim yang dibenluk oleh Bupati.

(5) Bank lndonesia berdasarkan data yang ada, memb'erikan persetujuan

tentang dapat atay tidak dapat diangkat caloin anggota Dewan

Pengavras yang diusulkan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(6) Bupati setelah menerima persetujuan dari Bank lndonesia segera

menertibkan keputusan'Bupati tentang pen3angkatan Anggota Dewan

Pengavras.

Pasal 34

(1)Sebelum menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas dilantik dan

diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

(2) Pelantikan dan pengambilan sunrpah jabatan sebagaimana dimaksud

ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya

Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

Laporan pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib disermpaikan

oleh Devran Pengauzas kepada Bank lndonesia selantbat'.lanrb;rtnya 10

(sepuluh) hari setelah pengakatan.

Pasal 36

(1)Proses pengangkatan Devran Pengawas dilaksanakan oleh Bupati

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan

Pengav;as Yang lama berakhir.

(2) Apabila I
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(2) Apabila sampai oengan berakhirnya masa jabalan Dewan Peng;aw3s

),ang lama. proses pengangkalart Dervan Pengawas yang baru belunr

selesar rnaka Bupatr nrenLlniuk penjabat Devran Pengauras untuk

jangka'.','aktu oaling larna 3 (lrga) bulan

(3) Bupati tidak boleh menjabat

Pengavras.

sebagai Ketua/Anggota Dervan

Paragral 3

Tugar, Fungsi, Wewenang dan Tarrggung Jawab Dewan Pengawas

\

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas ;-nenetapkan kebijaksanaan umum

melaksanakan pengawasan dan pengendalian PD. BPR BINTAN.

Pasal 38

(1) Penga\,/asan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas

mengandung pengertian pengawas dan pengendalian terhadap cara

penyelenggaraan tugas Direksi.

(2) Pengarvas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penga*rrrn

ke dalarn tanpa mengurangi kewenangan |engawasan dari instansi

pangav/asan di luar PD. BPR BINTAN.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk

petunjuk dan pengarahan kepada Direxsi dalam pelaksaan tugas,

(4) Penga\./asan sebagaiman'a dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan

secara:

a. periodik sesuai jadrval yang telah ditetapkan;

b. insidentil ataLr sewaktu-rvaktu apabila dipandang perlu menurut

pertirrrbangan Dewan Pengawas dalarn menjalankan tugagnya.

[.
i,-
l

t'tPasal 39
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Pasal 3Sl

Untuk mela!'.sartakan itrqaS sellaclarrllana drmaksud 'paSal 41. Dervarr

Pe ng avra s r'nentE,tJnya r f ttnosr

a. penyusunan tata cata pengarvasan dan pengelotaan PD. BPR

B I NTAN.

b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurus PD. BPR BINTAN:

c. Pembinaan dan pengembangan PD. BPR BINTAN.

Pasal 40

Devran Pengavras mempunyai lvewenang :

a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggota PD. BPR BINTAN

kepada Bupati untuk mendapa(kan persetujuan :

b meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaiakan kepada

Direksi untuk nrendapatkan persetujuan Bupati:

c, mernberikan perlimbangan dan saran. baik diminta atau tidak diminta

kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR BINTAN:

d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. tsPR BINTAN:

e, mengusulkan pem.berhentian sementara anggota Direksi kepada

Bupati,

f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk rnelaksanakan tugas

tertentu:

Pasal 41

1'1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Pertanggungjarvaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksucl ayat

(1) dilakukan secara teilulis yang ditarrdatangani oleh Ketua Dewan

Pengawas.

[-

Pasal 42

{1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawasl 
I

b. menYusrn .f .

t
I

I
I
l
l

;

I,

l



22
&

ffi

ffi

il

i'

i;

N.

b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuar

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati:

c. memimpin rapat Dewan Pengarvas:

d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas:

e. membina dan menirrgkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas:

(2) Anggota Dervan Pengawas mempunyai tugas :

a. membantu Ketua Devran Pengawas dalam melaksanakan tugasnya

menurut pembidangnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

b.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Devran

Pengawas.

Paragraf 4

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 43

i 1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pasal 41 dan pasal 44 Dewarr Pengawas sewaktu-vvaktu

dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.

Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan

Pengavras atau anggota yang diturrjuk oleh Ketua Dewan Pengawas

dan dianggap sah apablla dihadiri oleh sekurang - kurangnya lebih S0

% (lima pululr perseratus) dari anggota Dewan Pengawas.

Keputusan rapat sebagiamana dimaksut ayat (1) ditetapkan atas dasar

perinsif musyav/arah dan rnufakai.

Apa bila rapal lidak diperoleh kata mufakat maka pimimpin rapal

menunda rapat tersebut paling lama 3 ( tiga ) hari.

Penundaan rapat sebagimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan

sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Apabila

(2)

(3)

(4)

(5)

tlt-'1"
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(6) Apabila sudah ditunda 2 (dua ) kali sebagaimanA dimaksud ayat (5)

masih belum dapat kata mufakat. maka keputusan diambil oleh Ketua

Dewan Pengawas. setelah berkonsultasi dengan Bupati dan

memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 44

(1)Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilaksanakan

sekurang - kurangnya ? ( dua ) kali dalam 1 ( satu ) tahun atas

r-rndangan l(etua Dewan Pengawas.

(2) Rapat antara Dervan Pengawas dengan Dirteksi dapat dilaksanakan

sewaktu-waktu bila dianggap. perlu atas undangan Ketua Dewan

Pengavras atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 5

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 45

Dewan pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik

kepada Eupati dan Bank lndonesia setempat mengenai pelaksanaan

lugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dengan

tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah.

Pasal 46

(1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas. Dewan Pengawas

dapat membenluk Sekretariat Dewan Pengawas atas beban anggalan

PD, BPR BlNTAN dengan persetuju'an Bupati.

i2) Skretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4)"dipimpin

oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh

Ketua Dewan Pengawas.

{(3). Kepala
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;3) Kepala Sekretariat Dervan Pengawas sebagairnana dimaksud ayat (5)

bukan anggota Dervan Pengaivas

(4) Kepala dan staf Sekretariat

Pemerinlahan Daerah dan

dengan kebutuhan.

Devran Pengawas diangkat dari pejabat

atau pegawai PD BPR BINTAN sesuai

ditetapkan oleh Ketua Dewan
(s) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas

Pengavras alas persetuiuan Bupati'

Paragraf 6

Pemberhe ntian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 47

(1) Anggota Devran Pengawas berhenti karena :

a. masa iabatannYa berakhir:

b. meninggal dunia'

(2)AnggotaDevranPengawasdapatcJiberhentikanolehBupatikarena:

a. Permintaan sendiri:

b. melakukan tindakan yang merugikan PD' BPR BiNTAN:

c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kePentingan Daerah atau Negara :

d. alih tugas /iabatan:

e'sesuaihalyangmengakibatkanyangbersangkuttidakdapat
melaksanakan tugasnya secara waiar'

Pasal dB

(1) Anggota Der^ran Pengawas yang diduga melakukan perbuatan

sebagaimanadimaksudpasal5layal2hurufbdanCalau.dalam
keadaansebagaimanadimaksudhurufddanediberhentikan
semenlara 

tzt' guPati 'f



-)q

i2) Bupati menrberitahukan secara

sebagaimana dimaksud ayat (1)

a lasan-a lasa nnya.

tetlulis pemebrhentian sementara

kepada yang bersangkutan disertai

Pasal 49

i1)Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud passal 52, Bupati sudah harus melakukan

sidang yang .dihadiri oieh anggota Dewan pengawas untuk

. menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau

direhabilitasi kembali

(2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Bupati

belum melaksanakan sidang maka pemberhentian sernentara

sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1)baial demi hukum dan yang

bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

(3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dervan

Pengavras tidak hadir. maka yang bersangkutan dianggap menerima

keputusan yang ditetapkan dalam sidang.

(4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan

keputusan Bupati-

Pasal 50

(1) Anggota Devran Pengarvas yang diberhentikan selambat-lambatnya '15

(lima belas) hari sejak diterirnanya keputusan Eupati tentang

pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada

Bupati.

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bualn sejak diterimanyia pengajuan

keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati lrarus sudah

mengambil keputusan apakah menerima atau menolak keberatan

dimaksud.

(3) Apabir 
" I
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rl)Apabrla dalarn r,raktu I lcltra) t-rtrlan sebagarmana cJrmaksud ayat (2t
telah lervar dan Bupati belurn mengambir keputusan terhadap
pengajuan keberaian sebagaimana dimaksud ayat (1) maka keberatan
d;anggap diterima dan kepulusan gupati tentang pemberhentian batat
demi hukum. serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembari
sebagai mestinya.

Pasal 51

Setiap pengangkatan dan pemberhentian

rvajib di .laporkan / dibertahukan kepada

Olonomi Daerah. dan Bank lndonesia.

anggota Dewan Pengawas

Menleri Dalam Negeri dan

;

Bagian Keempat

Hak, Penghasilan dan penghargaan Dew,an pengawas

Pasal 52

Ketua dan anggota Dewan pengawas. karena jabatannya diberikan
nonorarium yang besarnya :

a. Ketua Devran Pengawas setinggi-tingginya 40 % (empat puluh
perseratus) dari penghasilan Direktur Utama:

o. Anggota Dewan Pengawas setinggi-tingginya 60 % (delapan puluh
perseratus) dari honorarium Kelua Dewan pengawas

c cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja.
d. Cuti/cuti panjang diberikan selama 2 (cJua) butan untuk setiap akhir

,1"lasa jabatan anggota Der.ran pengawas:

e Apabila karena alasan dinas culi besar tidak dapat dijalankan besar
kepada anggota Devran Peng,awas yang tidak dapat metaksanakan culi
besar dimaksud diberikan pencgantian dalam bentuk uang sebesar 2

ldua) kali penghasilan bulan terakhir.

r Anggota Dewan Pengawas yanE menjalankan cuti sebagaimana

r:imaksud ayal ('1) tetap diberikan penghasilan penuh dari pD. BpR
B INTAN.

$

['-

B^B tx ..f
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BAB IX

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 53

(1) PD. BPR BINTAN wajib rnengadakan dana Pensiun dan Tunjangan

Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR BINTAN merupakan

Kekayaan PD. BPR BINTAN yang dipisahkan.

(2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dimaksud ayat

dari .

(1) bersumber

a. luran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan pegawai PD.

BPR BINTAN Kabupalen Kepulauan Riau.

b. Bagian dari dana Kesejahteraan:

c. Usaha - usaha lain Yang sah.

(3) Perlu dipikirkan dalam permohonan usulan-

(4) Ketentuan pelaksanaart sebagairnana dirnaksud ayat (1) dan \2)

ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Dewan

Pengawas dan perselujuan BuPati.

BAB X

RENCANA KERJA DAN AI'IGGARAN

Pasal 54

(1) Selambat.lambalnya 'l (satu) bulan sebelum lahun buku

berakhir.Drreksr I'ltenyanrpaikan rencana keria tahunan clan anggaran

PD. BPR BINTAN kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan

Pengesahan.

(2 t Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Pengarvas lidek

mengernUkakan keberatan. maka Rencana KerJa Tahunan dan

anggaranPD.BPRBlNTANsebagaimanadima}<sudayat(1).

( 3)ri^p-!.
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(3) Tiap Perubahan atas rencana hela tahunan dan angg,rBn rlhun3n
PD. BpR BTNTAN yarlg terarr terjadi daram tahun buku yang
bersangkutan harus menclapat persetuiuan Dewan pengawas.

('lr Rencana Kerla tahu.an dan Anggaran Tahunan pD. BpR BTNTAN
yang telah nrendapat pengesahan oleh Dewan pengawas disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan Bank lndonesia.

BAB XI

TAHUN sUKU DAN PERHITUNGAI.{ TAHUNAN

Pasal 55

(1) Tahun Buku PD. BpR BTNTAN adarah tahun Takwin,

(2) Selambat-lambatnya 3 (liga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
Direksi menyampaikan perhitungan rahunan yang terdiri dari neraca
dan perhitungan laba t rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Negara
atau Akunran Pubrik kepada Dewan pengawas dan diteruskan keparJa
Bupati unluk mendapatkan pengesahan.

(3) Neraca dan perhitungan tabalrugi sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan pengawas atau seorang
anggola.

f4'i Neraca dan perhituingan raba/rugi yang disahkan oreh Bupati memberi
oembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan pengawas.

(5) Direksi vzajib membuat Laporan Tahunan lentang perkembbngan
usaha PD. BPR BINTAN untuk mendapat pengesahan Bupati,
selanjulnya disampaikan kepada Menteri Datam Negeri dan otonomi
Daerah. dan Bank lndonesia.

(tt i Direksi rvajib

tahunan 5.ang

BINTAN.

mengumumkan neraca dan perhilungan laba/rugi

telah disahkan pada papan pengunguman pD. BpR

BAB Xil 
1(..
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BAB XII

:,ENETAPAM DAI'{ PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 56

(1)Laba Bersih PD BPR BINTAN setetah dipotong pajak yang tetah

disahkan oleh Bup'ati. pembagiannya ditetapkan sebagai berikul :

a. Bagian Laba untuk Daerah

b. Cadangan Umum

c. Cadangan Tujuan

d. Dana Kesejahteraan

e. Jasa Produksi

fl

(2) Bagian laba unluk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran pencapatan dan

Belanja Daerah rahun Anggaran Berikutnya dengan segera disetorkan

ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Cadangan umum sebagaimana b dimaksud ayat (1) huruf b

dipergunakan untuk menulup kerugian yang n'tungkin terjadi pada PD.

BPR BIN'IAN ditelapkan oleh Direksi setelah mendapat pertirnb;:ngan

Dewan Pengawas dan persetujuar-r Bupati.

(a) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c

psnggunBanys unluk peningkatan kinerja PD. BPR BINTAI{ diletapkan

oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawars dan

persetujpran Bupati.

(5) Dana Kesejahteraan dinraksud ayat (1)huruf d antara lain untuk dana

pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai. sosial

dan sejenisnya.

q,i, Penggunaan ;asa produkst sebagaimana dinraksud ayal (1) huruf e

penggunaannya unluk pemberian iasa bagi pengurus dan pegawai.

rJiletapkan oleh Direksi setelah rnendapat pentimbangan .Dervan

40%

20%

20%

10%

10To

d{IP-
d{
6{

E

H
fl

ui

E
? Pengavras dan perselujuan BuPati

BAB xtn !
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, BAB XIII

KETENTUAN F'IDANA DAN GANTI RUGI

Hfl Pasal 57

H Anggota Devran Pengawas. Direksi dan Pegarvai yang melakukan tindak

il pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai

H peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H

E Pasal 58

fl (1)Anggota Direksi dan atau pegawai yang denganb sengaja maupun

& tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi
ffi PD. BPR BINTAN. yang bersangkutan wajib mengganti ken-rgian

ffi dimaksud.
ffi

m

H 
(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1)

diatur oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang

ffi L -,r-r..ffi berlaku.

BAB XIV
ts

ffi KERJASAMA

H Pasal 59
B ''- 

{ 1\ pD. BpR BINTAN dapat melakukan kerjasama perbankan. lembaga
H

E KeuanEan atau lembaga lai,"rnya dalarrr usaha peningkatan modal.

B 
manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

(2) Ta{a cata melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan dengan mendapat persetujuan Dewan'Pengawas.

BAB XV

PEMB I NAAN

lE

rfl

t
Pasar u, ..f . :
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(1)
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ffi
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ffi
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Pasal 60

Bupati melakukan pembinaan terhadap PD. BPR BINTAN

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati

melakukan hal-hal sebagaimana berikut .

a. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota Dewan

Pengawas;

b. mengangkat dan memberhenlikan anggota Direksi:

:. menetapkan honorariurn ketua dan anggota Dewan Pengawas:

J menetapkan gaji dan penghasilan lain bagi anggota Direksi:

e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran:

i. mengesahkan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan

perhilungan laba/rugi:

mengupayakan peningkatan modal:

mengupayakan peningkalan sumber daya [ain,

hal-hal lain dalam rangka peningkatan PD. BPR BINT,\N sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I
h.

i.

(3) Bank lndonesia me!akukan pembinaan dan pengawasan teknis

Perbankan terhadaP PD BPR BINTAN.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

$g

n1

a1

u1

n1

(i;
Pasal 61

Apabila PD. 8PR BINTAN dicabut

vraktu paling lama 60 (enam

sekurang-kurangnYa:

a. Pembubaran badan hukum PD'

b. Pembentukan Tim Likuidasi .

ijin usahanya. Bupati dalam jangka

puluh) hari segera memutuskan

BPR BINTAN.

(2) Apabila

tt'I
l:..
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1/t Apabila datam jangka r,,raktri sebaoaimana dimaksud ayat (1)pasal ini
Bupati tidak memultrskan pernt)ubaran badan hukum pD. BpR
BINTAN dan penrbenlukar.,r l'rnr Likuidasr. nraka Direksi Bank
lndonesia meminla Pengadrlan Negeri untuk mengeluarkan penelapan
yang memual :

a. Pembuba.an badan hukum pD BpR BINTAN melatui RUps.
b. Penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan narna-nama

anggota yang diusulkan oleh Eank lndonesia.

c. Perintah pelaksanaan Likuidasi sesuai Peraturan pemerintah

Nomor 25 Tal-run lggg dan ketentuan pelaksanaannya.

d- Perintah ,gar Tim Likuidasi mempe(anggung jawabkan

pelaksanaan likuidasi kepada Bank lndonesia.

(3; Pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1)

dilakukan oleh Direksi Bank lndonesia apabila :

a. Tindakan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37

Undang-Undang I'Jomor 7 Tahun 1gg2 tentangayal (1)

rl

il

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37. 37A dan 37 B belum cukup
mengatasi kesulitan yang dihadapi pD. BpR BINTAN. atau .

b. . Menurut penilaian Bank lndonesia keadaan pD. BpR BINTAN

dapat membahayakan kelangsungan usahanya, atau .

c. Terdapat permintaan dari pemilik.

Pasat 62

t t ) .Sejak tanggal berita aca(a pembubaran badan hukum pD. BpR

BINTAN dan pembentukan Tim Likuidasi atau tanggat penetapan

pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (Z) pasat 63. pD. BpR

BINTAN disebut sebagai BPR dalam Likuidasi den waiib

mencanlUmkan kala ' Dalam Likuidasi ' setelah penulisan" narna

BPR,

121 seiax !
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(2) Sejak terben(ukn),a Tim Likuidasi :

a. Tanggung javrab pengeiolaan PD" BPR SINTAN dalam Likuidasi

beralih dari Pengurus kepada Tim Likuidasi

b. Pengurus PD. BPR BINTAN dalam Likuidasi :

1. Menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat

memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim

Likuidasi.

2. Tidak diperkenankan untuk menEundurkan diri sebelum

Likuidasi selesai. kecuali atas persetuiuan Bank lndonesia.

(3) Tugas, \ve\venang dan tanggungjawab Tim Likuidasi adalah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perbankan yang berlaku.

(4) Pembubaran PD. BPR BINTAN terhitung sejak pengesahan heLsitr keria

Tim Likuidasi dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah .

ffi
ffi

ffi

ffiry'-

ffi

ffi

?t-

1

( t)

ffi

k
,B

Pasal 63

Persetujuan Pencabutan ijin usaha

sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (3)

(dua) lahaP :

a. Persetujuan persiapan pencabutan ijin

Direksi PD. BPR BINTAN kePada Bank

D. Keputusan pencabutan ijin usalra.

atas permintaan Pemilik

huruf c dilakukan dalam 2

usaha yang diajukan oleh

lndonesia.

(?) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a

pasal Ini. vraiib dilampiri dengan

a. Hasil keputusan pemil'ik mengenai rencana penutupan PD. BPR

BINTAN

b. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada kreditur'

c. LaPoran keuangan terakhir'

t
d. Alasan PenutuPan.

tll SanX ..f
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t3) Bank lndonesia mengeluarkan Surat Persetujuan persiapan

pencabutan ijin usaha PD BPR BINTAN yang isinya wajib

dilaksanakan oleh PD BPR BINTAN

(4 ) Direksi PD. BPR BINTAN rlengajukan permohonan pencabutan ijirr

usaha PD. BPR BINTAN kepada Bank lndonesia dilampiri laporan

pelaksanaan kevrajiban PD. BPR Bll.lTAN sebagaimana dimaksud

ayat (3) pasal ini

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini.

Bank lndonesia mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan ljin usaha

PD. BPR'BINTAN dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap

PD. BPR BINTAN yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan

rerhadap pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal

ini.

BAB XVII

KETENTUAN I-AIN.LAIN

Pasal 64

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini semua penyaluran dan

pengembaliarr kredit dari Pemerintah Daerah kepada usaha kec'l

menengah (UKM) melalui PD. BPR BINTAN.

(2) Pelaksanaan fef entrun ayat (1) tersebut akan diatur dalarn Peraturan

Bupati,

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hat-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur

ker,rudian oleh Blrpati.

I"r.
,i;:i

Pasal 66
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Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten KePulauan Riau.

Tanjung Pinang

24 Oktober 2005

di Tanjungpinang

24 Oktober 2005
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